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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan hukum 

pengungsi stateless dalam perkawinan campuran dengan Warga Negara 

Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengungsi stateless belum memiliki 

kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum perkawinan dan 

kewarganegaraan Indonesia karena peraturan perundang-undangan yang 

berlaku hanya mengenal kategori Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 

Asing. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak dapat 

diterapkan secara langsung dalam perkawinan antara WNI dan pengungsi 

stateless karena tidak adanya kewarganegaraan pada salah satu pihak, sehingga 

tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan bagi WNI. Hambatan 

utama dalam perkawinan tersebut terletak pada aspek administratif, khususnya 

persyaratan dokumen negara asal yang tidak mungkin dipenuhi oleh pengungsi 

stateless, sehingga pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan secara resmi. 

Kondisi perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum 

serta berpotensi merugikan pasangan dan anak, meskipun secara normatif anak 

tetap dilindungi dari risiko stateless dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pengungsi stateless dalam 

konteks perkawinan campuran pada akhirnya berpotensi bertentangan dengan 

prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi 

dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Indonesia 

Pemerintah Indonesia perlu membentuk pengaturan hukum yang 

secara khusus mengatur mengenai status hukum stateless person 

melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 

pelaksana, yang secara khusus mengatur kedudukan stateless dalam 

perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia serta 

mekanisme administratif dalam pencatatan perkawinan tersebut, guna 

menghindari kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak yang terlibat. Pemerintah juga perlu meningkatkan 

edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan Warga 

Negara Indonesia, mengenai risiko hukum dari perkawinan dengan 

pengungsi stateless, agar lebih memahami konsekuensi administratif, 

status hukum perkawinan, serta dampaknya terhadap anak. 

2. Bagi instansi Pencatatan Sipil dan Keimigrasian 

Diperlukan pedoman teknis yang jelas mengenai penanganan 

dokumen dan pencatatan status sipil bagi pengungsi stateless, 

termasuk pengakuan terbatas terhadap dokumen yang diterbitkan oleh 

UNHCR sebagai dasar administratif. 
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3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya 

Penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap 

pengungsi stateless dalam berbagai aspek kehidupan hukum nasional 

perlu dikembangkan, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan 

administrasi kependudukan. 

4. Bagi pengungsi stateless 

Pengungsi stateless diharapkan dapat memahami dan menaati 

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta bersikap 

kooperatif dengan instansi terkait seperti UNHCR dan pemerintah, 

khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan perkawinan, 

guna meminimalisir permasalahan hukum yang mungkin timbul. 
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VERBATIM 

Wawancara Penelitian Skripsi 

 

Narasumber     : Harman Junianto Takasiliang 

Jabatan    : Kepala Seksi Izin Tinggal dan  Status                                             

Keimigrasian  

Instansi     : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang 

Hari/tanggal wawancara  : Sabtu, 13 Desember 2025 

 

Pelaku Uraian Wawancara 

Meysia Selamat sore, Bapak. Terima kasih 

atas ketersediaan Bapak untuk menjadi 

narasumber dalam penelitian saya. 

Wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh pandangan praktis terkait 

kedudukan hukum pengungsi stateless 

dalam perkawinan campuran dengan 

Warga Negara Indonesia. 

 

 



54  

 
 

Narasumber Baik, terima kasih dan senang 

membantu penelitian kamu. Semoga 

dapat berguna, ya. 

Meysia Baik, terima kasih juga, Pak. Mungkin 

saya bisa lanjut ke pertanyaannya ya, 

Pak. 

Narasumber Bisa. 

Meysia  Bagaimana kedudukan hukum 

pengungsi stateless dalam sistem 

keimigrasian Indonesia menurut 

praktik yang Bapak temui? 

Narasumber  Secara regulasi, Indonesia belum 

memiliki aturan khusus yang secara 

eksplisit mengatur status stateless 

person. Dalam praktik keimigrasian, 

mereka tetap diperlakukan sebagai 

orang asing karena bukan WNI. 

Namun, memang ada kekosongan 

pengaturan karena mereka tidak 

memiliki kewarganegaraan yang jelas. 

Meysia  Apakah pengungsi stateless dapat 

dikategorikan sebagai “Warga Negara 
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Asing” dalam konteks administrasi 

perkawinan campuran? 

Narasumber Secara definisi hukum, stateless tidak 

bisa disebut warga negara asing karena 

mereka tidak memiliki 

kewarganegaraan. Tetapi dalam 

praktik administrasi, mereka tetap 

diperlakukan sebagai orang asing 

karena tidak termasuk WNI. 

Permasalahannya memang belum ada 

kategori khusus untuk stateless. 

Meysia  Bagaimana prosedur pencatatan 

perkawinan apabila WNI menikah 

dengan pengungsi stateless? 

Narasumber  Sampai sekarang belum ada prosedur 

khusus untuk urus perkawinan yang 

salah satu pihaknya stateless. Mereka 

tidak punya negara yang bisa 

menerbitkan dokumen seperti paspor 

atau surat keterangan belum menikah. 

Jadi secara administratif memang 

menjadi kendala. 
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Meysia  Apakah pengungsi stateless yang 

menikah dengan WNI dapat 

memperoleh izin tinggal terbatas 

(ITAS)? 

Narasumber Untuk memperoleh ITAS karena 

perkawinan, salah satu syarat utama 

adalah paspor yang sah dan masih 

berlaku. Karena stateless tidak 

memiliki paspor, maka pengajuan 

ITAS menjadi tidak dapat diproses 

secara normal. Biasanya status mereka 

tetap sebagai pengungsi yang berada 

di bawah pengawasan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Meysia  Bagaimana implikasi terhadap anak 

yang lahir dari perkawinan antara 

WNI dan pengungsi stateless? 

Narasumber  Kalau salah satu orang tua stateless, 

biasanya kami hanya bisa mencatat 

identitas dari pihak WNI. Data dari 

pihak stateless bisa dipakai kalau ada 

surat keterangan UNHCR. Kalau tidak 

ada, sistem tidak bisa input datanya. 
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Meysia  Menurut pandangan Bapak, apakah 

diperlukan pengaturan khusus terkait 

perkawinan dengan stateless person? 

Narasumber  Menurut saya memang diperlukan 

pedoman atau kebijakan administratif 

khusus agar ada kepastian hukum, 

baik bagi WNI maupun bagi stateless 

person itu sendiri. Tanpa pengaturan 

khusus, petugas di lapangan hanya 

bisa menggunakan aturan umum yang 

belum tentu sesuai dengan kondisi 

stateless. 

 

Meysia Terima kasih banyak atas waktu dan 

penjelasan yang telah Bapak berikan. 

Informasi ini sangat membantu dalam 

memperkuat analisis penelitian saya. 

Narasumber  Sama-sama, semoga penelitian ini 

dapat memberikan manfaat. 
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